Menimbang

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pembangunan di bidang pariwisata bertujuan
untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan
Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa pembangunan bidang pariwisata di da erah
memerlukan dana alokasi khusus fisik untuk membantu
mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pariwisata
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional;

bahwa untuk pengelolaan dana alokasi khusus fisik
bidang pariwisata di daerah di perlukan petunjuk
operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peratu ran Menteri Pariwisata tentang
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

Fisik Bidang Pariwisata ;
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Mengingat

Menetapkan

Und ang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 t entang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesi a
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966  );

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6263  );

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun
2017 tentang Perubahan  atas Peraturan Presiden Nomor
19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 214);

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 271);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisat a (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1584 );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA  ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PARIWISATA.

Pasal 1
Dana Alokasi K husus Fisik Bidang Pariwisat a diberikan
kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan

fisik bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

dan sesuai dengan prioritas pembangunan
kepariwisataan nasional.

Dana  Alokasi K husus Fisik Bidang Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunaka n untuk
penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan
wisatawan da lam melakukan kunjungan ke destinasi

pariwisata.

Pasal 2

Pengelolaan dana  alokasi k husus fisik bidang
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
diarahkan untuk menu kegiatan , meliputi :
a. dana alokasi k husus fisik reguler; dan
b. dana alokasi khusus fisik penugasan.
Dana alokasi k husus fisik reguler sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan daya tarik  wisata; dan
b. peningkatan amenitas pariwisata.
Dana alokasi khusus reguler sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan berdasarkan usulan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dana alokasi k husus fisik penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembangunan kawasan dermaga wisata
b. pembangunan tempatistirahat ;
Cc. pembangunan trek wisata alam; dan
d. pembangunan fasiltas pendukung kawasan

pondok/rumah wisata.
Dana alokasi k husus penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditentukan oleh Menteri.

Pasal 3

Dana alokasi k husus fisik bidang pariwisa ta dilaksanakan

sesuai dengan petunjuk operasional sebagaima na tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 4
Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan

dana alokasi k husus fisik bidang pariwisata .

Pasal 5
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala
pelaksanaan penggun aan, pemanfaataa n dana alokasi

khusus fisik bidang pariwisata kepada Menteri.

Pasal 6
(1) Menteri melakukan ~ pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus fisik
bidang pariwisata
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengalokasian dana alokasi khusus fisik bidang

pariwisata pada tahun berikutnya.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 201 8 tentang Petunjuk
Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 8

Nomor 384 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahu inya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 260

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENT; N PARIWISATA RI
/ ¢ : 5
- Bire 1um, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi,
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBL IK INDON ESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN
DAK FISIK BIDANG PARI WISATA

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam
pengembangan pariwisata. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut

akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah

tujuan wisata. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang -Undang Nomor
10 Tahun 2009 t entang Pariwisata, secara normati f memberikan
batasan, bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pe ngusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam
upaya mendukung pembangunan fasilitas penun jang pariwisata di tiap
kawasan pariwisata nasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan, perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan
destina si pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta
peningkatan kualitas daya saing pariwisata, Kementerian Pariwisata
memiliki andil penuh dalam pembangunan kawasan yang memiliki daya

tarik wisata. Petunjuk mengenai pembangunan fasilitas pendukung
pariwi sata lebih rinci diuraikan dalam Petunjuk Operasional yang
mengatur berbagai kegiatan serta norma pembangunan, standar
pembangunan, prosedur pembangunan , dan kriteria pembangunan yang
menjadi landasan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik

Bidang P ariwisata di daerah .
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B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Petunjuk Operasional ini meliputi:

1.

a s wN

penilaian, pengalokasian dan penyaluran;
perencanaan dan pelaksanaan tekn is;
menu dan keg iatan;

kriteria teknis pelaksanan kegiatan; dan
peman tauan, evaluasi, dan pelap oran.

Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan:

1.

Dana Alokasi Kh usus Fisik Bidang Pariwisata yang se lanjutnya
disebut DAK Fisik Bidang Pariwisata , adalah dana  yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah tertentu dengan  tujuan untuk memb antu mendanai
kegiatan bidang pariwisata yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas  nasiona |.

Dana Alokasi Kh usus Fisik Reguler yang selanjutnya disebut DAK
Fisik Reguler adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu untuk
membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung
pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan

daya tarik wisata dan peningkatan amenitas pariwisata di 88 KSPN
dan 222 KPPN (tidak termasuk 10 Destinasi Prioritas dan KSPN
Toraja).

Dana Alokasi Kh usus Fisik Penugasan yang selanjutnya disebut
DAK Fisik Penugasan adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu
untuk m embangun sarana dan prasarana atraksi , aksesibilitas, dan
amenitas secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang
menjadi prioritas nasional.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, adalah
perangkat da erah pada pemerintah daerah yang menangani urusan
bidang pariwisata, memiliki nomenklatur pariwisata dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK Fisik Bidang
Pariwisata.

Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi
Pariwisata adalah kawa san geografis yang berada dalam satu atau
lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik
wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta

jdih.kemenpar.go.id


jdih.kemenpar.go.id

10.

11.

12.

13.

masyarakat yang terkait dan saling melengkapi terwujudnya
kepariwisataan.

Destinasi  Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN
adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang  selanjutnya
disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata
nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih
aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup,
serta perta hanan dan keamanan.

Kawasan Pengembangan Pa riwisata Nasional yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah  suatu ruang pariwisata yang mencakup
luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen
Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk
wisata tertentu yang dominan dan melekat ku at sebagai komponen
pencitraan kawasan tersebut.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekay aan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau
tujuan kunjung an wisatawa n

Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan,
keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi
Pariwisata.

Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang
memberikan kemudahan bagi  wisatawan untuk memenuhi
kebutuhan selama  berwisata.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
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BAB Il
PENILAIAN , PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Mekanisme pengalokasian DAK Fisik Bid ang Pariwisata mengacu pada
Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Alokasi DAK Fisik Bidang Pariwisa ta, baik DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik
Penugasan dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh daerah
kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Pariwisata yang merupakan prior itas
dan/atau kebu tuhan daerah dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy

document) dan dokumen elektronik ( softcopy document).

A. Penilaian
Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata (DAK Fisik
Reguler dan DAK Fisik Penugasan ) dilakukan dengan memperhatikan hal
sebagai berikut :
1. Memastikan kesesuaian usulan kegiatan dengan lingkup/menu
kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata  yang telah ditetapkan.
2. Menilai usulan daerah dengan menggunakan metode pembobotan
(skoring) yang meliputi
a. Daerah Prioritas (DPN, KSPN dan KPPN)
Prioritas pengembangan kepariwisataan Indonesia mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun
2010 6 2025 (RIPPARNAS) yaitu 50 DPN, 88 KSPN dan 222
KPPN. Adapun kriteria daera h prioritas untuk DAK Fisik
Penugasan yaitu 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas
nasional yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Wakatobi,
Labuan Bajo, Bromo -Tengger-Semeru, Tanjung Lesung, Tanjung
Kelayang, Kepulauan Seribu, dan Pulau Morotai d an 1 daerah
tambahan (Toraja) sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -20109.
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b. Komitmen daerah dalam mengembangkan destinasi

pariwisata, yang dapat  dibuktikan dengan

1) RencanalInduk Pengembangan Pariwisata Daerah
Rencana Induk Pe ngembangan Pariwisata Daerah yang
selanjutnya disebut RIPPARDA merupakan pedoman
perencanaan pembangunan kepariwisataan tingkat provinsi
dan kabupaten/kota yang memuat potensi dan
permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu -isu
strategis serta rencana pem bangunan perwilayahan
pariwisata. Oleh karena itu destinasi pariwisata yang
diusulkan  harus sesuai dengan arah kebijakan
perwilayahan kepariwisataan yang terdapat dalam
dokumen RIPPARDA.

2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sektor par iwisat a 3 (tiga) tahun terakhir
Salah satu kriteria untuk melihat prioritas pengembangan
sektor pariwisata di daerah adalah dari persentase
pengalokasian  anggaran OPD Bidang  Pariwisata
dibandingkan dengan total APBD

3) Daerah yang telah memiliki Dokumen Masterplan Kawasan
Pariwisata atau DED ( Detail Engineering Design ) daya

tarik/objek wisata

c. Sertifikat lahan/surat tanah/surat hibah/surat keterangan
izin . membangun dari kepala daerah (Gubernur/Bupati/
Walikota)
Tersedianya sertifikat lahan/surat perjanjian pelepasan
tanah/surat pe rjanjian hibah lokasi yang akan dibangun/surat
keterangan izin membangun dari Kepala Daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota). Untuk usulan lokasi yang berada
di area yang menjadi kewenangan sektor lain (contoh: area
konservasi, cagar bud aya, dll) harus mendapat ijin secara
tertulis dari instansi terkait (contoh: Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan).
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d. Profil Pariwisata Daerah, antara lain :

1) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan
wisatawa n nusantara di Kabupaten dan Daya Tarik Wisata
yang diusulkan ;

2) Daya Tarik Wisata (alam, budaya dan/atau buatan) yang
tercantum dalam RIPPARDA dan/atau dokumen hasil
kajian ;

3) Ketersediaan dan kondisi aksesibilitas yang terdekat ke

Daya Tarik Wisata (j alan, bandara dan dermaga).

e. Rencana Pengelolaan DAK
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan DAK dan Surat
Kesanggupan Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset DAK yang
ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota (bermaterai)
apabila a set masih berupa serah terima dari instansi
pemerintah lain dan masyarakat sesuai dengan Format

sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional ini.

3. Usulan pengalokasian kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata
mengacu kepada standar biaya sebagaimana diatur dalam Petunjuk
Operasional ini . Standar biaya tersebut merupakan angka dasar
yang menjadi acuan perhitungan untuk wilayah DKI Jakarta dan
sekitarnya yang belum termasuk Indeks Kemahalan Konstruksi
(IKK) di masing -masing daerah maupun biaya lainnya yang timbul
akibat pembangunan kontruksi yang memperhatikan aspek

kearifan lokal ataupun desain khusus

Pengalokasian

Mekanisme pengalokasia n DAK Fisik Bidang Pariwisata , mengacu kepada
mekanisme pengalokasian DAK vyang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan . Secara umum, mekanisme pengaloka sian DAK didasarkan
pada usulan daerah yang telah diverifikasi dan dinilai kelayakannya oleh

1. Kementerian Pariwisata terkait data teknis usulan DAK, target output

kegiatan d an satuan biaya yang disetujui;

2. Kementerian PPN/Bappenas terkait prioritas kegiatan dan lokasi
yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ; dan
3. Kementerian Keuangan sesuai dengan satuan biaya , indeks
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kemahalan konstruksi dan kinerja penyerapan DAK dan tingkat

capaian output fisik tahun sebelumnya.

Total kebutuhan dana sementaray  ang dihasilkan kemudian disesuaikan
dengan pagu DAK RAPBN berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) terkait dengan
kebijakan DAK dalam RUU APBN (Panja Transfer ke Daerah dan Dana
Desa). Selanjutnya dilakuka n pembahasan mengenai RUU APBN oleh DPR
dan penetapan p agu alokasi DAK per bidang dan alokasi DAK per daerah

Penyaluran
DAK Fisik Bidang Pariwisata disalurkan melalui mekan isme transfer
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan

peraturan perundang -undangan terkait lainnya.
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BAB I
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKN IS

A. Perencanaan
Sesuai dengan Undan g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :
Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan
pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
melaku kan sinkronisasi dan  harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai

target pembangu nan nasional.

Dalam rangka menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien di Kementerian Pariwisata

dilakukan melalui tahapan, antara | ain:

1. Usulan Pendanaan
DAK Fisik Bidang Pariwisata  yang harus disiapkan oleh Pemerintah
Daerah adalah penyusunan dan pengisian usulan pendanaan DAK
Fisik Bidang Pariwisata  dan dilengkapi dengan data pendukung yang

diperl ukan .

2.  Rencana Penggunaan
Setelah alokasi DAK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Kepala OPD
Provinsi dan Kepala OPD Kabupaten/Kota menyiapkan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) untuk DAK Fisik Bidang Pariwisata , untuk
selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendap atan Belanja Daerah (APBD). Salinan RKA yang sudah
ditetap kan dalam APBD disampaikan kepada Kementerian Keuangan,

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pariwisata.

B. Pelaksanaan Teknis
1. Pelaksanaan
Setelah rincian alokasi DAK Fisik Bidang Pariwisata ditetapkan

melalu i Peraturan President entang Rincian Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Negara , OPD penerima DAK wajib me nyesuaikan usulan
rencana kegiatan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dan
dikirimkan kepada  Sekreta ris Kementerian (cq Kepala Bi ro Keuangan) .
Usulan rencana Kkegiatan tersebut dilampirkan bersama surat

pengantar da ri Sekretaris Daerah

Revisi
Mekanisme tata cara revisi DAK Fisik Bidang Pariwisata sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan

peraturan perundang -undangan terkait lainnya.
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BAB IV
MENU DAN KEGIATAN

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata mencakup Pembangunan Fasilitas
Pariwisata yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan, kemudahan,
keamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan wis ata.

Adapun Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Reguler terdiri
dari menu kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Peningkatan

Amenitas Pariwisata, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

A. PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA
Pengembangan Da ya Tarik Wisata sebagai upaya peningkatan kualitas
fasilitas daya tarik wisata, mencakup:
1. Pembangunan pusat informasi wisata ITIC ( Tourism Information

Center) dan perlengkapannya ;

2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;

3. Pembuatan pergola;

4. Pembuatan gazebo;

5. Pemasangan lampu taman;

6. Pembuatan pagar pembatas;

7. Pembangunan panggung kesenian/pertunjukan;
8. Pembangunan kios cinderamata ;

9. Pembangunan plaza/ pusat jajanan kuliner;

10. Pembangunan tempat ibadah;

11. Pembangunan menara pandang (viewing deck );
12. Pembangunan gapuraid entitas;

13. Pembuatan jalan setapak ;

14. Pembuatan boardwalk ;

15. Pembuatan jalur pejalan kaki (  pedestrian );

16. Pembuatan jalan dalam kawasan ;

17. Pembuatan tempat parkir ; dan

18. Pembuatan rambu -rambu petunjuk arah  di dalam kawasan daya

tarik wisata.
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B. PENINGKATAN AMENITAS PA RIWISATA
Pembangunan Amenitas Pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan
destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, mencakup:
Pembangunan dermaga wisata;
Pembangunan titik labuh / singgah kapal yacht ;
Pembangunan dive center dan peralata nnya;
Pembangunan surfing center dan peralatannya ;

Pembangunan talud; dan

L T o A

Pengadaan perahu berlantai kaca  (glass bottom boat ).

Sementara Pembangunan Fasilitas Pariwisata melalui DAK Fisik Penugasan

terdiri dari menu kegiatan Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata ,
Pembangunan Rest Area, Pembangunan Track Wisata Alam , dan
Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Pondok/Rumah Wisata , dengan

rincian kegiatan sebagai berikut:

A. PEMBANGUNAN KAWASAN DERMAGA WISATA
Titik Labuh/Singgah Kapal Yacht;
Boardwalk ;

Sumbe r Air Bersih;

Toilet;

Papan Pusat Informasi Wisata;

-0 Q0 oy

Tempat Parkir;

Jalan Internal; dan

> @

Kios Cinderamata/kuliner.

B. PEMBANGUNAN REST AREA

a. Sumber Air Bersih;

=

Toilet;
Tempat Parkir;
Alat Komunikasi Darurat;

Tempat Ibadah;

-~ o o o

Penataan Lansekap;

Jalan Interna |; dan

= Q

Kios Kuliner dan cinderamata.
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PEMBANGUNAN TRACK WISATA ALAM
a. Jalan Setapak dan/atau Jalur Sepeda,;
Papan Petunjuk;

Toilet;

Hi ker 0s /HBthdan t er

Sumber Air Bersih.

®© a0 T

D. PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG KAWASAN PONDOK/RUMAH

WISATA

a. Toilet komuna I,

Sumber Air Bersih komunal;
Tempat Ibadah;

Penataan Lansekap;

Jalan Internal; dan

-~ ® 2 0o T

Tempat Parkir.

Prosedur pengajuan usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata , baik DAK Fisik

Reguler maupun DAK Fisik Penugasan adalah sebagai berikut:

1.

Setiap Provinsi/Kabupat en/Kota dapat mengajukan kegiatan DAK Fisik
Bidang Pariwisata sesuai dengan menu kegiatan DAK Fisik Reguler vyaitu
pengembangan daya tarik wisata dan pe ningkatan amenitas pariwisata
dan DAK Fisik Penugasan vyaitu pembangunan kawasan dermaga wisata
pembangun an rest area , pembangunan track wisata alam , pembangunan
fasilitas pendukung kawasan pondok/rumah wisata . Usulan kegiatan
disesuaikan  dengan  prioritas  kebutuhan pembangunan dan
pengembangan destinasi pariwisata di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota

dan rencana pengelolaan aset DAK.

DAK Fisik Bidang Pariwisata hanya dapat diusulkan oleh
Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki OPD dengan nomenklatur
Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan

telah dite tapkan melalui Peraturan Daerah.

Membuat surat pengantar kepada daerah Gubernur/Bupati/Walikota

dan dist empel basah, rekapitulasi usula  n DAK Fisik Bidang Pariwisata
(disesuaikan dengan format pengusulan DAK yang ditetapkan oleh
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan setiap
tahun nya) dan data pendukung DAK F isik Bidang Pariwisata sesuai

dengan Format sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional ini.

jdih.kemenpar.go.id


jdih.kemenpar.go.id

-18-

Pengajuan usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata berlaku bagi
Provinsi/Kabu paten/Kota di seluruh Indonesia.

Melampirkan dokumen teknis berupa dokumen Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor pariwisat a 3 (tiga) tahun
terakhir , Profil Pariwisata D aerah, Masterplan Kawasan Pariwisata atau
DED (Detail Engine ering Design ) daya tarik/ objek wisata dan sertifikat
lahan/surat perjanjian pelepasan tanah/surat perjanjian hibah lokasi

yang akan dibangun/surat keterangan izin membangun dari kepala
daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) atau dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Clean and clear lahan yang dilampirkan dengan
sertifikat merupakan syarat mutlak untuk seluruh menu DAK Fisik
Bidang Pariwisat a.

Usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata dikirim oleh Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Surat Penga ntar dari
Gubernur/ Bupati/Walikota yang ditujukan kepada: (1) Menteri
Keuangan, (2) Menteri Pere ncanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappena s, dan (3) Menteri Pariwisata sesuai dengan batas waktu yang

ditetapkan.
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BAB V
KRITERIA TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

DAK FISIK R EGULER

Dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas pariwisata di destinasi

wisata, Kementerian Pariwisata menetapkan pedoman pelaksanaan

DAK

Fisik Reguler secara lebih rinci yang menggambarkan mengenai norma

pembangunan, standar pembangunan, prosedur pemb angunan, Kkriteria

pembangunan, dan standar biaya yang menjadi landasan dalam

pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler .

A. PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI PARIWISATA /[ TIC DAN

PERLENGKAPANNYA

I. Konsep Dasar

Konsep dasar pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC adalah
menyediakan fasilitas layanan informasi pariwisata yang akurat dan
terbaru ( update ) kepada siapa saja yang membutuhkan. Seiring
dengan perkembangan kebutuhan dan kemajuan zaman, maka

fungsi Pusat Informasi Wisata/TIC dapat menjadi tempat melakukan

promosi b agi sebuah destinasi dalam meningkatkan jumlah

kunjungan dan lama tinggal wisatawan yang berkunjung.

[I. Fungsi dan Manfaat

Fungsi dan Manfaat Pusat Informasi Wisata/TIC adalah antara lain:

a. Promosi, Pusat Informasi Wisata/TIC berperan aktif dalam

mendatangkan pengunjung ke sebuah destinasi dengan cara

melakukan promosi, serta meningkatkan lama tinggal dan

jumlah pengeluaran wisatawan;

b. Travel Advice and Support , Pusat Informasi Wisata/TIC

berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang terkait

dengan pariwisa ta di sebuah destinasi, seperti : Atraksi,

Amenitas, Aksesibilitas, dan Aktivitas Wisata; dan

c. Edukasi, Pusat Informasi Wisata/TIC berperan aktif

mengedukasi wisatawan tentang nilai -nilai kearifan lokal dan

adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.
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Kriteria Penempatan Lokasi Pusat Informasi Wisata/TIC

Berikut

ini jenis Pusat Informasi Wisata/TIC berdasarkan

penempatan lokasi bangunan. Pemerintah Daerah diperbolehkan

memilih jenis Pusat Informasi Wisata/TIC yang sesuai dengan

kemampuan dan yang paling

masing:

merepresentasikan daerah masing

a. Pusat Informasi Wisata/TIC yang terletak di Pusat Kota, lokasi

yang dipilih harus strategis dan mudah dijangkau oleh

pengunjung, disarankan dipilih lokasi yang aksesibilitasnya

mudah dicapai, baik menggunakan

maupun transportasi pribadi;

b. Pusat Informasi Wisata/TIC yang

transp ortasi umum

terletak di  Tempat

Kedatangan, lokasi yang dipilih di tempat kedatangan seperti:

terminal bus, bandara, stasiun, maupun pelabuhan, harus

strategis, mudah dilihat, dan mudah dicapai ol eh pengunjung;

dan

c. Pusat Informasi Wisata/TIC yang terletak di Daya Tarik Wisata,

lokasi yang dipilih di dalam Kawasan Daya Tarik Wisata harus

strategis, mudah dilihat, dan mudah dicapai oleh pengunjung.

Ketentuan Teknis dan

Kriteria Desain Pusat Informa si Wisata/TIC

a. Standar Dimensi Pusat Informasi Wisata/TIC, luas bangunan
tidak lebih dari 80 (delapan puluh)

b. Pengelola

1.

Manajerial;

meter 2.

2. Staf, yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki

3.

kemampuan berbahasa asing, minimal Bahasa Inggris; dan

Pramu r uang.

c. Sarana dan Prasarana

© ©®© N o 0 A~ 0D RE

Telepon (fixed line );
Faks;

Internet;

Komputer;

Printer ;

Scanner;

Meja;

Kursi/Sofa;

Materi Promosi Pariwisata;
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. Peta;

. Peralatan Keamanan;
12. Instalasi listrik; dan

. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan

Alat Pemada m Api Ringan (APAR).

d. Interior Design

1.

Entrance dan Lobby, merupakan area pintu masuk dan
ruang tunggu pengunjung hendaknya memenuhi
persyaratan antara lain sebagai berikut:

a) Memiliki 2 (dua) pintu masuk ( double doors )

Pintu masuk dan lobby hendaknya memili ki ukuran

yang cukup luas untuk memberi ruang gerak lebih
kepada pengunjung. Apabila memungkinkan
hendaknya pintu yang digunakan adalah jenis pintu
dua (double doors ), hal ini untuk mengantisipasi
banyaknya jumlah pengunjung yang datang. Desain
ruangan dib uat nyaman dengan hiasan yang
mencerminkan kearifan lokal.

b) Terdapat tulisan Selamat Datang (  welcome);

c) Papan rambu arah petunjuk ruangan; dan

d) Fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan

lansia.

Service Desk, merupakan area pelayanan informasi
pengunjung hendaknya memenuhi persyaratan antara lain
sebagai berikut:

a) Memiliki meja layanan yang menghadap ke arah pintu
masuk, paling sedikit 2 (dua) buah dengan 1 (satu)
buah kursi untuk staf pengelola dan 2 (dua) buah
kursi untuk pengunjung;

b) Memiliki sarana pendukung seperti telepon dan
komputer yang terhubung dengan internet ; dan

c) Interior ruangan dirancang dengan komposisi warna
yang hangat dan netral serta mencerminkan kearifan

lokal.
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Area Informasi, pada area ini pengunjung dapat mencari
inform asi  melalui brosur dan materi cetak maupun
elektronik secara mandiri. Area informasi dapat disatukan
dengan ruang tunggu pengunjung, hendaknya memenuhi
persyaratan antara lain sebagai berikut:

a) memiliki rak untuk memasang dan meletakkan peta,
brosur, dan ma teri promosi cetak yang jumlahnya
sesuai dengan kebutuhan. Brosur atau materi cetak
terpisah sesuai dengan klasifikasi masing -masing,
misalnya hotel, transportasi, serta atraksi wisata dan
aktivitas wisata. Setiap bagian diberi penanda sesuai
dengan Klasif ikasinya masing -masing dan dibuat dalam
2 (dua) bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
untuk memudahkan pengunjung memperoleh informasi
dan mengantisipasi datangnya pengunjung asing ;

b) memiliki display informasi elektronik, dapat berupa TV
ataupun komputer yang dilengkapi dengan petunjuk
pemakaian untuk masing -masing unit. Display
informasi ini bisa dilengkapi pula dengan kelengkapan
materi promosi elektronik (CD dan/atau DVD mengenai
atraksi wisata, peta, dan fasilitas wisata seperti hotel,
transportasi, dan lain -lain). Jenis materi promosi
elektronik bisa juga menggunakan data yang telah
disimpan dalam memori komputer, untuk TV
hendaknya dilengkapi dengan sarana pemutar CD
dan/atau DVD guna memudahkan pengunjung untuk
memperoleh informasi; d an

c) memiliki fasilitas dan akses internet berupa jaringan
internet pita lebar berbasis Asymmetric  Digital
Subscriber Line (ADSL) atau 3G.

Lounge Pengunjung

Merupakan tempat bagi pengunjung untuk duduk,
membaca, dan bersantai, didukung oleh Kkursi dengan
sandaran tangan, bangku, dan/atau sofa, serta meja. Ruang
tamu pengunjung disarankan tidak terlalu dekat dengan area

yang banyak dilalui orang seperti pintu masuk utama atau
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meja pelayanan untuk mempermudah alur pengunjung yang

melalui ruangan.

Area ini bisa disatukan dengan area informasi apabila
diperlukan, hendaknya memenuhi persyara tan antara lain
sebagai berikut :

a) memiliki minimal 2 (dua) sofa dan 1 (satu) meja; dan

b) memiliki fasilitas dan akses internet.

Kantor Administrasi dan Ruang Penyimpanan

Kantor A dministrasi merupakan kantor pengelola, yang
jumlah dan besarnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan
jumlah staf pengelola disertai fasilitas kantor seperti telepon,
meja, kursi, komputer, dan internet. Ruang penyimpanan
digunakan sebagai tempat penyimpanan persediaan brosur

serta barang lainnya.

Toilet, disarankan memiliki toilet yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undang an dan dipisahkan
sesuai jenis kelamin (pria dan wanita) serta peng guna

(pengunjung dan pengelola).

Papan Petunjuk Lokasi P usat Informasi Wisata/TIC,
disarankan mencantumkan logo 0i O (I'nformasi)
t ul i Jeunsm dnformation Center 6 a t TBowrist information
Centero dan Logo P e s o Wanderfuh dnooness.i a /
Tulisan ditulis dengan huruf jelas dan mudah dibaca, papa n
penunjuk lokasi dapat pula dibuat menggunakan unsur

tradisional yang menjadi ciri khas masing -masing daerah.
Ukuran papan petunjuk disarankan proporsional dengan

lokasi penempatan, menarik, mudah terlihat, dan tidak

terhalang apapun.
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e. Eksterior Design
1.  Arsitektur
Desain eksterior dari Pusat Informasi Wisata/TIC harus
menggambarkan lingkungan dan kearifan lokal. Contohnya,
di area perkotaan menggunakan ruang modern, sedangkan
di area pedesaan didesain dengan bangunan rendah yang

merefleksikan elemen -elemen arsitektur masyarakat lokal.

2. Konstruksi
Material yang digunakan untuk membangun bangunan
Pusat Informasi Wisata/TIC harus selaras dengan
lingkungan sekitar. Untuk area perkotaan lebih cocok
menggunakan bangunan beton dan batu bata sedangkan di
area pedesaan lebih cocok menggunakan material alami

seperti kayu dan batu.

3.  Aksesibilitas
Bangunan Pusat Informasi Wisata/TIC harus mudah diakses
untuk lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan bermotor
(mobil, bus atau sepeda motor) dengan dilengkapi jalan akses
bagi pejalan kaki dan area parkir. Aksesibilitas harus
mempertimbangkan kebutuhan bagi penyandang disabilitas
seperti menyediakan jalan khusus bagi lansia dan pengguna

kursi roda.

V. Panduan Perancangan Pusat Informasi Wisata/TIC

Berikut ini adalah panduan visua | perancangan TIC:

Panduan Visual Perancangan TIC (1)
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Panduan Visual Perancangan TIC  (2)

_ iy

Panduan Visual Perancangan TIC  (3)

VI. Standar Biaya Pembangunan Pusat Informasi Wisata/TIC

Berikut ini adalah pan duan pembiayaan pembangunan TIC:

NO NAMA TIDAK SEDERHANA | SATUAN
SEDERHANA
1. Pusat Informasi 5.208.763 4.488.995 m2
Wisata/ TIC

1 Satuan per unit bangunan  Pusat Informasi Wisata/ TIC sebesar:
Rp. 416,701,079.73
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1 Biaya Perlengkapan Pusat Informasi  Wisata/ TIC sebesar

Rp. 23.500.000,00

1. Meja/Counter Layanan (T60xP150xL90 cm) Rp. 3.000.000

2. Rak Materi Promosi Rp. 1.000.000
3.TV LED 426 Rp. 8.000.000

4. Komputer Rp. 5.000.000

5. Printer Rp. 750.000

6. Scanner Rp. 750.000

7. Set Sofa Rp. 5.000.000

PEMBUATAN RUANG GANTI DAN/ATAU TOILET

Ruang ganti dan/atau toilet sangat diperlukan oleh wisatawan untuk
mencuci tangan, membasuh wajah, membuang hajat atau untuk berganti
pakaian ketika sedang beraktivitas dala m suatu daya tarik wisata.
Kebutuhan tersebut perlu menjadi perhatian bagi pengelola pariwisata
karena sangat terkait dengan kenyamanan wisatawan pada saat berwisata.
Oleh sebab itu, ketersediaan ruang ganti dan/atau toilet pada sebuah

kawasan pariwisata a dalah hal yang mutlak diperlukan.

Konsep Dasar

Telah diuraikan sebelumnya bahwa kebutuhan ruang ganti dan/atau
toilet dalam sebuah daya tarik wisata merupakan hal yang sangat
penting karena keberadaannya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan. Tid ak terpenuhinya kebutuhan tersebut akan berakibat
pada ketidaknyamanan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata,

yang akhirnya juga mempengaruhi tingkat kepuasan.

Adapun wisatawan yang perlu dipenuhi kebutuhannya secara khusus
yaitu wisatawan berkebutuh  an khusus (memiliki spesifikasi khusus),
ibu menyusui dan bayi (ruang menyusui). Selain itu, ruang ganti
dan/atau toilet pengelola dapat menerapkan prinsip ramah lingkungan
dalam membangun fasilitas ruang ganti dan/atau toilet. Sehingga
pengelola harus mem perhatikan desain, pemilihan material bangunan,
lokasi, dan cara pemeliharaan fasilitas ruang ganti dan/atau toilet

yang optimal.

Konsep dasar dalam pembangunan ruang ganti dan/atau toilet pada

sebuah kawasan pariwisata antara lain:

jdih.kemenpar.go.id


jdih.kemenpar.go.id

27-

aspek fisik dari ruang  ganti dan/atau toilet;

aspek kebutuhan wisatawan terhadap ruang ganti dan/atau
toilet;

aspek ramah lingkungan dari ruang ganti dan/atau toilet;
aspek perencanaan dari ruang ganti dan/atau toilet; dan

aspek pemeliharaan dari ruang ganti dan/atau toilet.

Prinsip dan Kaidah Ruang Ganti dan/atau Toilet di Kawasan

Pariwisata

Dalam merancang ruang ganti dan/atau toilet bagi sebuah kawasan

pariwisata terdapat beberapa prinsip dan kaidah yang perlu dijadikan

pertimbangan antara lain:

a.

Global

Prinsip global mengacu kepada kebutuhan ruang ganti dan/atau
toilet yang sesuai dengan standar internasional dan mengacu
kepada aspek ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi

yang dapat membantu p enghematan air (kran sensor) ;

Gender

Dalam perancangan pembangunan fasilita S ruang ganti dan/atau
toilet harus memperhatikan aspek gender, dimana jumlah fasilitas
yang diperlukan untuk wanita adalah 3 (tiga) kali lebih banyak
daripada pria. Hal ini mengacu kepada data bahwa wanita

menggunakan toilet 3 (tiga ) kali lebih lama darip ada pria ;

Budaya

Prinsip budaya sangat memengaruhi perancangan pembangunan
fasilitas ruang ganti dan/atau toilet yang disesuaikan dengan

budaya suatu negara. Contohnya budaya pada masyarakat di
Indonesia adalah menggunakan air untuk membersihkan diri

setelah membuang hajat. Oleh sebab itu, pengelola kawasan

pariwisata harus menyediakan air dan tisu ; dan

Higienis

Prinsip higienis sangat penting untuk diperhatikan dalam
pembangunan ruang ganti dan/atau toilet karena kerentanan
penyebaran penyakit melalui fa  silitas ini sangat tinggi. Penyakit

yang menyebar melalui udara dapat bertahan hingga satu jam

jdih.kemenpar.go.id


jdih.kemenpar.go.id

-28 -

lamanya. Oleh sebab itu, fasilitas ruang ganti dan/atau toilet

harus bersih, sehat, kering, dan higienis.

Fungsi dan Manfaat

Adapun fungsi dan manfaat ruang gan ti dan/atau toilet adalah

sebagai berikut:

1.

Fungsi dari ruang ganti dan/ atau toilet adalah:

a) Sebagai tempat wisatawan untuk buang air besar;

b) Sebagai tempat bagi wisatawan untuk buang air kecil;

c) Sebagai tempat bagi wisatawan yang membawa bayi
(menyus ui, memom pa ASI dan mengganti popok bayi)

d) Sebagai tempat bagi wisatawan untuk mencuci tangan,
membasuh  wajah, atau aktivitas lain  yang
membutuhkan air;  dan

e) Sebagai tempat untuk mengganti pakaian

Manfaat dari toilet adalah:

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi wi satawan secara

psikologis, ketika mereka mengetahui bahwa jika sewaktu
waktu mereka perlu untuk buang air kecil maupun besar
sudah tersedia toilet yang memadai dalam sebuah kawasan

pariwisata.

lll. Ketentuan Teknis Standar Ruang Ganti dan/atau Toilet di Kawasa

Pariwisata

a.

Besaran Ruang

Luas ruang ganti dan/atau toilet pada kawasan pariwisata terdir

dari lantai, dinding dan atap , dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Lantai harus tahan terhadap gesekan, tidak licin, tidak
menyerap air, dan mudah dibersihkan.

Dindi ng pembatas antara ruang toilet satu dengan lainnya
harus tahan air dan menggantung 20 cm (dua pul
centimeter) dari atas lantai  ; dan

Atap terletak pada posisi ketinggian dinding dengan
penentuan besaran minimal yang harus menutupi luasan

ruang.

uh
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Sirkul asi Udara

Sirkulasi udara yang baik sangat diperlukan pada area ruang
ganti dan/atau toilet. Ruang toilet yang basah mempunyai
kelemba ban yang sangat tinggi mencapai 400850%, karena itu
sirkulasi udara yang baik dibutuhkan untuk mengatasi
kelembaban tersebu t. Untuk mengatasi kelembaban tersebut,
beberapa alternatif yang digunakan antara lain dengan
menggunakan exhaust fan atau kipas pengering di atas  washtafel
yang dapat membantu proses pengeringan lantai di sekitarnya.
Sirkulasi udara sangat penting untuk m enjaga udara ruang ganti
dan/atau toilet bebas dari bau, jamur dan bakteri se rta zat kimia

berbahaya lainnya ;

Pencahayaan

Standar pencahayaan pada ruang ganti dan/atau toilet adalah
200 lumen (TOTO). Pencahayaan dapat dilakukan dengan
memanfatkan pencaha yaan buatan maupun pencahayaan alami.
Pencahayaan alami yang baik, selain dapat menghemat energi
juga dapat memberikan kesan positif, sedangkan pencahaayan
yang buruk akan memberikan kesan kusam, gelap, dan kotor

pada ruang ganti dan/atau toilet ;

Pintu
Pintu yang digunakan menggunakan material tahan air seperti
bahan fiber yang dilaminasi dengan bahan tahan ai r maupun

terbuat dari aluminium :

Langit -langit
Bentuk langit -langit atau plafon dapat berupa datar atau
mengikuti kemiringan atap dan harus tahan ai r agar tid ak terjadi

kebocoran saat hujan ;

Washtafel

Fasilitas washtafel di area ruang ganti dan/atau toilet harus
menyediakan sabun cair, cermin, dan kran, baik kran putar
ataupun kran sensor (dapat dibuka tanpa disentuh untuk

higienitas) ; dan
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Kran air yang dapat digunakan pada ruang ganti dan/atau toilet

adalah kran otomatis (kran sensor) yang hemat air atau kran

dengan menggunakan tuas putar

(lever handle) .

IV. Standar Dimensi Ruang Ganti dan/atau Toilet di Kawasan Pariwisata

Dalam membangun ruan

yang harus dipenuhi.

g ganti dan/atau toilet terdapat pedoman

Kementerian Pariwisata telah menentukan

fasilitas yang harus disediakan pada ruang ganti dan/atau toilet

umum yang akan dibangun. Di bawah ini adalah tabel standar

ketersediaan fasilitas pada ru

Tabel: Standar Ketersediaan Fasilitas Pada

ang ganti dan/atau toilet.

Ruang Ganti dan/atau Toilet

Fasilitas Standar Minimal Standar Rekomendasi
Kloset (WC) Jongkok Duduk
Urinoir Ada Ada
Wastafel Ada Ada
Handicap Satu untuk pria dan Dua untuk pr ia dan

wanita wanita

Toilet paper Ada Ada
Jetspray/ . .
washlet Disamakan Disamakan
Pengering tangan/tisu Ada Ada
Cermin Ada Ada
Gayung dan tempat air Ada Ada
Tempat Sampah Ada Ada
Saluran Pembuangan Ada Ada
Penjaga toilet Ada Ada
Janitor Disarankan Ada

Uk uran standar juga menjadi hal yang perlu dipenuhi agar kebutuhan dan

kenyamanan wisatawan dalam menggunakan ruang ganti dan/atau toilet

menjadi maksimal. Berikut tabel standar ukuran fasilitas pada ruang ganti

dan/atau toilet.
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tas Pada Ruang Ganti dan/atau Toilet

Easilitas Standar Standar
Minimal Rekomendasi

Pintu Masuk Utama 90 cm 110 6120 cm
Kubikal 90 x 150 cm 90 x 150 cm
Jarak antara pintu dan tempat
duduk toilet 60 cm 60 cm
Jarak dinding urinal 80 cm 80 cm
Pintu toile t untuk orang
berkebutuhan khusus 100 6120 cm 120 cm
Sirkulasi untuk orang 180 cm 180 cm
berkebutuhan khusus
Slrkl_JIa§| jarak antara kubikal 70 em 120 cm
ke dinding
Sirkulasi jarak antara kubikal 120 em 140 em
dengan washtafel
Daya tampung dan luasan 4.3 m2 dari luas
lantai lantai

40
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Gambar: llustrasi  Layout Standar Minimal

Selain fasilitas regular standar, wisatawan berkebutuhan khusus juga harus

menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan ruang ganti da n/atau toilet

jdih.kemenpar.go.id


jdih.kemenpar.go.id

-32-

di kawasan pariwisata. Berikut standar ukuran fasilitas ruang ganti dan/atau

toilet bagi wisatawan berkebutuhan khusus.

e

Gambar: llustrasi  Layout Ruang Ganti dan/atau Toilet bagi Wisatawan

Berkebutuhan Khusus

Dari gambar diatas , dapat dilihat terdapat dua fasilitas toilet bagi wisatawan
berkebutuhan khusus di masing -masing ruang ganti dan/atau toilet pria dan

wanita.

Tabel: Standar Ukuran Fasilitas Ruang Ganti dan/atau Toilet

Bagi Wisatawan Berk ebutuhan Khusus

Fasilitas Ukuran Keterangan

RUANG TOILET

Minimal 167 cm x 185

Ukuran ruangan
cm

Ukuran pintu Lebar 81 cm

Ruang bebas bergerak 122 cm x 142 cm

Penerangan Minimal 200 lumen
Pintu Pintu geser
WASHTAFEL

Ketinggian wastafel 76 cm
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Fasilitas Ukuran Keterangan
Ketinggian keran 86 cm
Ruang bebas bergerak 120 cm

RUANG URINAL

Dewasa: maksimal 43

Setiap ruangan urinal

- urinal cm harus  menyediakan

ingqgi urina i

99 Anak: maksimal 35,6 handrail “F‘t“k
membantu pemakai.

cm

Tersedia tempat
sampah untuk
pembal ut, tisu toilet
dan sabun.

Lain -lain

Tombol alarm

disamping toilet

Lantai yang rata dan
tidak licin

Setiap fasilitas ruang ganti dan/atau toilet harus menggunakan desain yang

mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dengan menyesuaikan

kondisi daerah dan k earifan lokal.

Ketentuan Teknis dan Kriteria Standar Penempatan Ruang Ganti
dan/atau Toilet di Kawasan Pariwisata

Lokasi penempatan ruang ganti dan/atau toilet disesuaikan dengan
luas kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata sebaiknya menyediakan
fasil itas ruang ganti dan/atau toilet setiap 500 (lima ratus) meter.
Apabila ruang ganti/toilet terletak di dalam bangunan, maka lokasi
ruang disarankan tidak bangunan

ganti/toilet mengganggu

disekitarnya, sehingga mudah terlihat. Selain itu, ruang ganti
dan/at au toilet dihiasi dengan tanaman untuk menambah nilai
estetika. Pembangunan ruang ganti dan/atau toilet di kawasan
pariwisata harus mengikuti pedoman konstruksi sesuai dengan
standar toilet umum Indonesia (kering itu sehat).
a. Standar teknis ruang ganti dan  /atau toilet dibagi menjadi:
1. Lantai

Kemiringan minimum lantai 1% (satu persen) dari panjang

atau lebar lantai. Bahan pelapis lantai terbuat dari ubin
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keramik, semen plester/acian/batu alam yang kuat, tidak
licin, dan mudah dibersihkan. Jenis lapisan lantai alternatif

lainnya dapat menggunakan jenis vinyl ;

Dinding

Dinding dengan warna terang memudahkan mengontrol
kebersihan ruang ganti dan/atau toilet. Ubin keramik dapat
dijadikan pilihan untuk melapisi dinding yang terbuat dari
gypsum tahan air atau batu b ata yang telah diberi lapisan
tahan air. Untuk menghemat biaya, alternatif lain yang dapat
digunakan adalah dinding dengan bahan bat ako yang dilapisi

cat tahan air ;

Langit -langit

Langit -langit atau plafon terbuat dari bahan yang cukup
kaku dan rangka yang  kuat, sehingga memudahkan dalam
perawatan dan tidak mudah kotor. Apabila langit -langit toilet
terdapat pipa -pipa air, maka disarankan membangun lubang
(man-hole) untuk memudahkan petugas dalam melakukan

perawatan dan perbaik an;

Kloset dan sanitari lainny a

Kloset maupun sanitari disarankan memiliki bentuk leher
angsa untuk menghindari bau yang tidak sedap. Sanitari
disarankan berwarna putih yang dapat membantu

mendeteksi kotoran seperti  air seni atau tinja ;

Pintu dan jendela ventilasi

Pintu dan jendela ve ntilasi pada ruang ganti/toilet harus
terbuat dari bahan yang tahan terhadap air, agar ringan,

tidak lapuk dan mudah dibersihkan. Untuk daun pintu

kloset harus memiliki kunci yang dapat dikunci dari dalam.

Daun pintu terpasang disebelah kanan dan membuka k earah
dalam agar menghindari benturan dengan aktifitas di luar
ruangan dan menyediakan gantungan pakaian atau tas yang

diletakkan pada sisi dalam pintu ; dan
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6. Lampu
Lampu merupakan salah satu bentuk pencahayaan buatan
pada ruang ganti/toilet di kawasan wisa ta yang sesuai
dengan kebutuhan. Lampu diletakkan pada posisi strategis

seperti di dekat cermin sehingga tidak menyilaukan.

Utilitas Bangunan

Pipa saluran air  (plumbing) merupakan utilitas utama dalam
pembuatan toilet umum. Pemipaan yang termasuk kedalamn ya
adalah:

1. pemipaan air bersih;

2. pemipaan air kotor; dan

3.  air kotor padat.

Estetika

Estetika ruang ganti dan/atau toilet pada kawasan pariwisata

dapat dibuat dengan berbagai variasi sesuai dengan lokasi
keberadaannya. Apabila terletak di luar bangunan, ruan g ganti
dan/atau toilet dapat dibangun sesuai dengan fungsinya dan

tidak teri kat oleh bangunan disekitarnya

Aspek -aspek yang dapat membuat ruang ganti dan/atau toilet
menjadi indah, unik, bersih dan sehat adalah:
1. Bentuk bangunan

Elemen -elemen bangunan da lam ruang ganti dan/atau toilet

yang dapat dirancang adalah bidang dinding dan atap  ;

2.  Warna
Penggunaan warna -warna mencolok, eksentrik maupun

lembut akan membuat kesan yang berbeda ; dan

3. Elemen asesoris bangunan
Asesoris bangunan yang digunakan dapat berup a konsol
atap, bingkai -bingkai pintu dan dapat menggunakan bahan -

bahan a lami, tradisional maupun modern
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Penataan interior bidang lantai, dinding dan atap dalam
bangunan dilakukan untuk menambah estetika. Salah satu
penataan interior yang membantu keinda han ruang adalah
pencahaayaan. Titik fokus cahaya dan permainan arah cahaya
mampu menambah keindahan dan keunikan ruang ganti

dan/atau toilet.

Tata Ruang dan Bangunan

Rancangan lansekap sangat menentukan kualitas keindahan, dan

kenyamanan sebuah kawasan p  ariwisata, yang mampu dirasakan

oleh wisatawan dan dapat meningkatkan citra kawasan

pariwisata tersebut. Lansekap ruang ganti dan/atau toilet harus

memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. tidak merusak keindahan lingkungan;

2 mudah diketahui dan dicapai keberada annya;

3. memberikan kenyamanan dan perasaan aman;

4 keadaan sekitar ruang ganti dan/atau toilet harus tertata
indah, asri, bersih dan nyaman; dan

5. mudah dalam proses pemeliharaan kebersihan.

Lansekap

Pada penataan lansekap di sekitar ruang ganti dan/atau toile

yang terletak di luar bangunan maka bentuk fisik yang

disarankan adalah:

1. Tidak menanam pohon yang rindang dengan jarak yang
dekat dengan ruang ganti dan/atau toilet. Hal ini membantu
mengurangi kelembaban di dalam ruang ganti dan/atau
toilet tersebut;

2.  Menanam tanaman pohon semak dan rumput yang ditata di
sekitar bangunan ruang ganti dan/atau toilet. Hal ini
bertujuan untuk memberikan kesan asri pada ruang ganti
dan/atau toilet tersebut; dan

3. Memiliki ruang luar vyang terbuka yang bertujuan

memberikan sirkul asi udara yang baik.
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VI. Panduan Perancangan Ruang Ganti dan/atau Toilet
Berikut ini adalah panduan visual perancangan ruang ganti dan/atau

toilet:

Panduan Visual Perancangan  Ruang Ganti dan/atau Toilet (1)

Panduan Visual Perancangan  Ruang Ganti dan/at au Toilet (2 )
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VII. Standar Biaya Pembangunan Ruang Ganti dan/atau Toilet
Berikut ini adalah panduan pembiayaan pembangunan ruang ganti

dan/atau toilet

TIDAK
NO NAMA SEDERHANA SEDERHANA | SATUAN
1 Ruang Ganti/ Toilet 9.969. 380 7.616. 950 m?2
1 Biaya pembanguna n  ruang  ganti/toilet per  unit sebesar:

Rp 598,162,844.84

PEMBUATAN PERGOLA DAN GAZEBO

Pergola adalah pelengkap taman yang membentuk peneduh pada jalur
pedestrian, area duduk atau area berkumpul (gazebo). Pergola berupa
deretan tiang/kolom/pilar yang umumnya menopang balok -balok
melintang di atasnya yang dilengkapi dengan sejenis penutup atau penaung

yang bersifat transparan, dan sering diberi tanaman merambat.

Sebagai jalur pedestrian, pergola berfungsi menghubungkan anta r fasilitas
atau area aktivitas di dalam taman. Sebagai gazebo, pergola berfungsi
sebagai area berkumpul untuk beraktivitas maupun beristirahat. Pada
kedua fungsi tersebut, pergola bersifat memberikan perlindungan pada

pengunjun g dari sinar matahari langsu  ng.

Selain bersifat fungsional, desain pergola juga harus memperhatikan faktor
estetika, yaitu sesuai dengan arsitektur budaya setempat atau kearifan
lokal. Dalam kaitannya dengan taman dan fasilitas lainnya, desain pergola
harus selaras dengan konsep per encanaan taman secara keseluruhan, dan
secara khusus misalnya selaras dengan desain gazebo atau elemen taman

lainnya.
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a. Panduan Perancangan Pergola/Penutup Atap Pergola/Gazebo
Berikut ini adalah panduan visual perancangan Pergola/Penutup

Atap Pergola :

Panduan visual perancangan Pergola/Penutup Atap Pergola (1)

Panduan visual perancangan Pergola/Penutup Atap Pergola (2)

Panduan visual perancangan Gazebo (1)
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i

Pandua n visual perancangan Gazebo (2)

b. Standar Biaya Pembuatan Pe rgola/Penutup Atap Pergola  dan Gazebo
Berikut ini adalah panduan Pembuatan Pergola/Penutup Atap

Pergola dan Gazebo :

TIDAK
NO NAMA SEDERHANA SEDERHANA | SATUAN
1 Pergola 2.416.347 1.665.791 m2
2 Gazebo Beton (1) 3.454.806 2.709.002 m 2
3 Gazebo Kayu (2) 5.986.597 4.220.750 m 2

Biaya per unit Pergola sebesar : Rp. 26.096.554
1 Gazebo Jenis Beton (1) (ukuran 2 x 3 meter)

Tipe Sederhana Biaya per unit Gazebo = Rp. 16.254.012

Tipe Tidak Sederhana Biaya per unit Gazebo = Rp. 20.728.836
1 Gazebo Jenis Kayu (2)  (ukuran 2 x 3 meter)

Tipe Sederhana Biaya per unit Gazebo = Rp. 25.324.500

Tipe Tidak Sederhana Biaya Per Unit Gazebo = Rp. 35.919.582

PEMASANGAN LAMPU TAMAN

Lampu atau penerangan merupakan elemen pelengkap taman yang terkait
dengan penciptaan sua sana. Terkait dengan syarat penerangan, maka
untuk tujuan tersebut jenis pencahayaan yang dipilih untuk penerangan
taman dan area sekitarnya adalah pencahayaan untuk memberikan kesan
hangat dan nyaman, vyaitu dengan pemilihan lampu berwarna
orange/jingga. Pengecualian pada beberapa titik utama yang membutuhkan
tingkat keamanan lebih tinggi sehingga dapat menggunakan lampu dengan

cahaya berwarna putih.
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Terkait syarat teknis tiang lampu, beberapa hal yang menjadi standar

umum adalah, sebagai berikut:

1 Lampu/p enerangan di dalam gazebo dapat dipasang terintegrasi
dengan tian g-tiang penyangga gazebo ;

1 Tiang lampu/penerangan area luar sekitar gazebo (taman) sebaiknya
diletakkan pada jarak minimum 0,8 0 1 (nol koma delapan sampai
satu) meter dari batas tepi gazebo ;

1 Lampu/penerangan dalam gazebo disesuaikan tingginya dengan
keting gian tiang penyangga gazeb o0; dan

1 Lampu/penerangan area luar sekitar gazebo dipasang pada ketinggian

7 (tujuh) meter.
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Gambar : Contoh llustrasi Desain Lampu Taman

a. Pandu an Perancangan Lampu Taman

Berikut ini adalah panduan visual perancangan lampu taman:
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Panduan Visu al Perancangan Lampu Taman (1)

<%

=

Panduan Visu al Perancangan Lampu Taman (2)

Standar Bi aya Pemasangan Lampu Taman

Berikut ini adalah panduan pembiayaan Pemasangan Lampu
Taman :
TIDAK
NAMA SEDERHANA SEDERHANA | SATUAN
Lampu Taman 2.750.000 1.375.000 Unit
Lampu Taman ( solar cell ) 10.147.500 7.645.000 Unit
1 Biaya pemasangan lampu taman per unit sebesar

Rp. 2,750,000.00

1 Biaya pemasangan lampu solar per unit sebesar : Rp
10,147,500.00

Catatan: Perawatan Lampu Taman (  solar cell) menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah
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PEMBUATAN PAGAR PEMBATAS

Tujuan pembuatan pagar pembatas dalam suatu kawasan wisata adalah
sebagai pemisahan zona aktivitas dengan zona tingkat intensitas yang
berbeda. Pembuatan pagar pembatas taman bertujuan untuk mengarahkan
sirkulasi dan pergerakan pengunjung mengikuti pola tertentu, seperti
misalnya menghindari area berbahaya atau mengarahkan pada beragam

titik -titik atraksi wisata dalam satu putaran.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka desain pembatas taman mengacu pada
persyaratan fungsional maupun kualitas estetika dari lingkunga n di
sekelilingnya. Secara prinsip pagar pembatas taman merupakan pembatas
bangunan sehingga desainnya harus jelas dan memperhatikan faktor
keamanan dari lingkungan sekitarnya. Selain bersifat fungsional, desain

pagar juga harus memperhatikan faktor esteti ka, yaitu sesuai dengan

arsitektur buday a setempat atau kearifan lokal.

Pemilihan material dapat disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya: kayu,

batu bata, batu, besi, dan lain -lain. Pagar juga dapat ditanami tanaman

rambat agar memberikan kenyamanan pe ngunjung. Untuk memberikan

kesan menyatu dengan | ingkungan di sekita
berbentuk deretan pohon, perdu atau semak tanpa pemasangan suatu

batas denga n material yang bersifat masif.

Ketinggian pagar pembatas yang bersifat masif adalah maksimum 1,2 (satu
koma dua) meter. Hal ini untuk menghindari kesan tertutup dan terpisah
pada taman tersebut. Selain itu, untuk skala taman kota yang cukup luas,

pembuatan pagar pembatas masif membutuhkan biaya yang cukup besar.
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BASIC STRUCTURAL FRAME
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Figure 450-9. Various types of fence construction.

Gamba r: llustrasi Contoh Diagramatis Desain Pagar Pembatas
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a. Panduan Perancangan Pagar Pembatas
Berikut ini adalah panduan visual perancangan pagar pembatas:
Gambar : Pagar Pembatas Besi
Gambar : Pagar Pembatas Beton
b. Standar Biaya Pagar Pembatas
Berikut ini adalah panduan pembiayaan pembuatan pagar
pembatas:
TIDAK
NO NAMA SEDERHANA SEDERHANA | SATUAN
1 Pagar Pembatas Besi 836. 000 555. 500 m?2
2 Pagar Pembatas Beton 502. 940 - m?2

9 Biayaper 10 meter Pagar Pembatas Besisebesar : Rp. 8.360.000,00

1 Biaya per 10 mete r Pagar Pembatas Beton sebesar : Rp. 5.029.400 ,00
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